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BUPATI PROBOLINGGO 

PROVINSI JAWA TIMUR 

 

PERATURAN  BUPATI  PROBOLINGGO 

NOMOR     27     TAHUN  2024  

TENTANG  

PENCABUTAN PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO NOMOR 82 TAHUN 2017 

TENTANG  

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI 

KEPADA DOKTER SPESIALIS APARAT SIPIL NEGARA (ASN) PADA RUMAH SAKIT 

UMUM DAERAH WALUYO JATI KRAKSAAN KABUPATEN PROBOLINGGO  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI  PROBOLINGGO, 

 

Menimbang : a.  bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Bupati 

Probolinggo Nomor 13 Tahun 2023 tentang Tambahan 

Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Probolinggo sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 11 Tahun 2024 

tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 13                      

Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi 

Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Probolinggo, maka pengaturan yang berkaitan dengan 

Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan 

Profesi Kepada Dokter Spesialis Aparat Sipil Negara (ASN) Pada 

Rumah Sakit Umum Daerah Waluyo Jati Kraksaan Kabupaten 

Probolinggo perlu dicabut;  

 

 

 

 

SALINAN 
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 b.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 

huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 

Pencabutan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 82                       

Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan 

Berdasarkan Kelangkaan Profesi kepada Dokter Spesialis 

Aparat Sipil Negara (ASN) pada Rumah Sakit Umum Daerah 

Waluyo Jati Kraksaan Kabupaten Probolinggo; 

  

Mengingat  :  1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa 

Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang 

Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah 

Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang             

Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah 

Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa 

Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);  

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004               

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia               

Nomor 4355);  
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5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13                  

Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6801); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014     

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5512) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5657); 

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 104, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887); 

8. Undang-Undang Nomor Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 

Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6897); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74                    

Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan 

Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia                  

Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5340); 
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6322); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang 

Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2016                  

Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2022 Nomor 1 Seri D); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 7 Tahun 2022 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Probolinggo Tahun 2022 Nomor 4 Seri E); 

15. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 15 Tahun 2022 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata 

Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum 

Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo (Berita 

Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2022 Nomor 15 Seri G); 

16. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 13 Tahun 2023 tentang 

Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Negeri Sipil di 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo (Berita Daerah 

Kabupaten Probolinggo Tahun 2023 Nomor 13 Seri G) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Probolinggo 

Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Bupati Nomor 13 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan 

Pegawai Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Probolinggo (Berita Daerah Kabupaten Probolinggo 

Tahun 2024 Nomor 11 Seri G); 
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MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan   : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCABUTAN PERATURAN 

BUPATI PROBOLINGGO NOMOR 82 TAHUN 2017 TENTANG 

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN 

KELANGKAAN PROFESI KEPADA DOKTER SPESIALIS APARAT 

SIPIL NEGARA (ASN) PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 

WALUYO JATI KRAKSAAN KABUPATEN PROBOLINGGO.  

 

Pasal 1 

Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 82 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan 

Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi Kepada Dokter Spesialis Aparat Sipil 

Negara (ASN) Pada Rumah Sakit Umum Daerah Waluyo Jati Kraksaan Kabupaten 

Probolinggo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 

Pasal 2 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah                           

Kabupaten Probolinggo. 
 

Ditetapkan di          Probolinggo 

Pada tanggal  1  Juli  2024 

Pj. BUPATI PROBOLINGGO 

ttd 

 UGAS IRWANTO 

Diundangkan di         Probolinggo 

Pada tanggal    1   Juli    2024 

        Pj. SEKRETARIS DAERAH 

                       ttd 

     HERI SULISTYANTO, S.Sos. M.Si 

          Pembina Utama Muda 

     NIP. 19680525 198903 1 009 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2024 NOMOR 27 SERI G 

 

Salinan sesuai dengan aslinya : 

a.n. SEKRETARIS DAERAH 

Asisten Pemerintahan dan Kesra 

u.b. 

KEPALA BAGIAN HUKUM 

    

 

ADHY CATUR INDRA B, S.H. 

Penata Tingkat I 

NIP. 19820215 201001 1 017 


